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PEDOMAN TRANSLITRASI ARAB LATIN 

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah 

hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonsia No. 158 tahun 1997 

dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. 

Translitrasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang 

belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke 

dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus Linguistik atau kamus 

besar bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu 

adalah sebagai berikut:  

a. Konsonan 

Fonen-fonen bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan 

sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini 

daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf lain 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Sa Ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ha Ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د
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 Zal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Sad Ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Dad Ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Ta Ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Za Ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain „ Koma terbalik di atas„ ع

 Gain  G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K ka ك

 Lam L el ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah . apostrof ء

 Ya Y Ye ي
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b. Vokal 

Vokal tunggal Vokal rangkap Vokal panjang 

a أ =   a أ =  

i أ =   ai  ي =  i ي =  

       u أ =   au أ و =   u أ و =  

C.  Ta Marbutah 

Ta Marbutah dilambangkan dengan  /t/ 

Contoh: 

 ditulis mar' atun jamīlah  مرأة جميلة

Ta Marbutah dilambangkan dengan /h/ 

Contoh: 

فاطمة    ditulis fātimah.   

A. Syaddad (tasydid, geminasi) 

        Tanda gminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf 

yang dibri tanda syaddad tersbut. 

Contoh:  

ربنا    ditulis Rabbana 

B. Kata sandang (artikel) 

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama 

dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. 

Contoh: 

الشمس    ditulis asy-syamsu 
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Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyaah” di transliterasikan 

sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/  diikuti terpisah dari kata yang 

mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sampan. 

Contoh: 

القمر     ditulis al-qamar 

C. Huruf hamzah 

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, 

jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau akhir kata, huruf hamzah itu 

ditransliterasikan dengan spotrof /‟/. 

Contoh: 

أمرت      ditulis umirtu 
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وْنَ 
ُ
ءَل

ۤ
سَا

َ
ذِيْ ت

َّ
َ ال ه

قُوا اللّٰ  وَاتَّ

“Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta” 

Q.S An Nisa ayat 1 
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Abstrak 

Rahmawati, Dewi, 2022, Perspektif Mubādalah Terhadap Pasal 34 Ayat (1) & 

(2) Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974. Skripsi. Dosen Pembimbing 

H. Mubarok, Lc. M.S.I 

 

Hak dan kewajiban suami isteri diatur dalam Undang-Undang Perkawinan 

Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 34, dalam pasal ini perempuan seolah dikelompokkan 

menjadi sosok yang tidak memiliki power dalam rumah tangga bahwa tanggung 

jawab isteri hanya pada ranah domestik saja, hal ini berbanding terbalik dengan 

sosio budaya yang berkembang di masyarakat Indonesia. Dalam Prinsip-prinsip 

Islam yang mana memberikan apresiasi tinggi kepada perempuan dengan 

memberikan kemuliaan dan perlindungan sebagai payung kesetaraan gender. 

Sebagaimana yang diajarkan dalam teori mubādalah, karena substansi dari teori 

mubādalah ini adalah mengenai kerja sama antara laki-laki dengan perempuan 

dalam membangun relasi kehidupan, tidak ada peran yang lebih penting atau lebih 

rendah, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan tema “Perspektif 

Mubādalah Terhadap Pasal 34 Ayat (1) & (2) Undang-Undang perkawinan No. 1 
Tahun 1974”. 

Berdasarkan latar belakang di atas fokus pembahasan dalam penelitian ini 

adalah bagaimana perspektif mubādalah terhadap Pasal 34 Ayat (1) & (2) 

Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan relevansi konsep mubādalah 

dan Pasal 34 Ayat (1) & (2) dalam konteks kekinian Indonesia. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui perspektif mubādalah terhadap Pasal 34 Ayat (1) & 

(2) Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan relevansi konsep 

mubādalah dan Pasal 34 Ayat (1) & (2) dalam konteks kekinian Indonesia. Dalam 

penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (library research). Adapun 

sumber data yang digunakan berupa data sekunder dari sumber-sumber terkait 

tema seperti al-quran, hadits, penelitian terdahulu, buku-buku, serta dari 

wawancara penemu teori mubādalah, 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa 

realita pada masyarakat pembagian hak dan kewajiban suami isteri masih kental 

dengan budaya setempat kondisi keluarga demikian harus diimbangi dengan 

pemahaman kedua belah pihak akan hak dan kewajiban kepada pasangan dan 

anaknya. Hak-hak yang harus diterima oleh isteri dan suami itu sama, pada 

hakikatnya merupakan upaya dalam Islam untuk mengangkat harkat martabat 

kaum perempuan. Dalam perspektif mubādalah, menjelaskan bahwa laki-laki dan 

perempuan mempunyai kedudukan yang setara dalam pembagian hak dan 

kewajiban, karena dengan kesetaraan tersebut akan menciptakan sebuah 

kemashlahatan di dalam rumah tangga. 

 

Kata kunci, Hak dan Kewajiban, Suami Isteri, Teori Mubādalah 

 

Abstract 

Marriage Law Number 1 of 1974 Article 34 regulates the rights and 

obligations of married couple. In this article, women are supposed to be clustered 

into disempowered figures in the household further that wife's responsibility is 
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only in the domestic roles, which is inversely related to the socio-cultural 

development in Indonesian society. According to Islamic principles, women are 

highly valued and protected as a foundation for gender equality. Since the 

substance of this mubādalah theory is about cooperation between men and women 

in establishing life relationships, and there is no more significant or lower role, the 

authors are interested in conducting research with the theme "Mubādalah 

Perspectives on Law -Marriage Law Number 1 of 1974 Article 34 paragraph (1) 

& (2) Concerning the Disteribution of Rights and Obligations of Husband and 

Wife." 

 

Based on the foregoing, the focus of this study is how the rights and 

obligations of husband and wife are disteributed in Marriage Law No.1 of 1974 

Article 34 paragraph (1) & (2) from the perspective of mubādalah. The aim of the 

research is to establish the rights and obligations of husband and wife under 

Marriage Law Number 1 of 1974 Article 34 paragraph (1) & (2) from the 

perspective of mubādalah. This study used library research. The writers employed 

secondary data sources receives data from sources related to subjects such as the 

Koran, hadith, previous study, literature, and interview with the developer of the 

mubādalah theory. 

 

Based on the findings of the research, it is reasonable to conclude that the 

reality in society that the distribution of rights and obligations of husband and 

wife is still thick with local culture, such family conditions must be balanced with 

the understanding of both parties about the rights and obligations to their spouse 

and children. And the rights which must be acknowledged by the wife and 

husband are the same, implying that Islam is attempting to enhance the dignity of 

women. According to the mubādalah perspective, men and women have an equal 

position in the disteribution of rights and obligations since this equality creates an 

advantage in the family. 

 

Keywords: Husband and Wife, Mubādalah Theory, Rights and Obligations 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam bahasa Indonesia perkawinan berasal dari kata “kawin” 

secara bahasa memiliki arti membentuk ikatan dengan lawan jenis atau 

membentuk keluarga. Perkawinan sudah dilakukan dari zaman dahulu oleh 

semua makhluk Allah mulai dari hewan, tumbuh-tumbuhan dan manusia 

dan hal ini merupakan fitrah untuk kelangsungan hidupnya. 

Manusia sebagai makhluk Allah paling mulia, memiliki 

konsekuensi setelah melakukan pernikahan yaitu adanya hak dan 

kewajiban. Hak isteri adalah kewajiban bagi suami begitupun sebaliknya. 

Suami isteri pada dasarnya saling melengkapi satu sama lain.  

Dalam memahami hak dan kewajiban pada masyarakat umum 

Indonesia memiliki pandangan sendiri, hak dan kewajiban berkaitan 

dengan peran suami isteri, masyarakat menganggap bahwa suami yang 

baik adalah suami yang bekerja dan isteri yang baik adalah isteri yang 

berdiam diri di rumah mengurus pekerjaan rumah tangga termasuk 

mengasuh anak. 

Mengingat bahwa Indonesia merupakan negara hukum maka 

segala hal kehidupan warga negara harus memiliki tatanan hukum tertentu,  

berkaitan dengan perkawinan, Indonesia memiliki UU No.1 Tahun 1974 

atau sering disebut UU perkawinan untuk mengatur hal-hal yang 

berkenaan dengan perkawinan warga Indonesia baik yang bergama islam 

atau bukan.
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Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 34 

ini menjelaskan bahwa: “(1) Suami wajib melindungi isterinya dan 

memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai 

dengan kemampuannya. (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga 

sebaik-baiknya. (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya 

masing-masing dapat mengajukan gugutan kepada Pengadilan.”
1
 

Berdasarkan ayat tersebut, tersirat bahwa negara melegalkan budaya 

patriarkhi, yang mana laki-laki menjadi peran utama dalam kehidupan 

keluarga, dan perempuan hanya untuk mengurus rumah tangga, menjaga 

keutuhan keluarga, serta memperlakukan suami dan anak dengan baik. 

Pasal tersebut merupakan pasal yang mendukung stereotype 

masyarakat Indonesia mengenai hak dan kewajiban suami isteri, dalam 

pasal ini perempuan seolah dikelompokkan menjadi sosok yang tidak 

memiliki power dalam rumah tangga bahwa tanggung jawab isteri hanya 

pada ranah domestik saja, perempuan memiliki keterbatasan dalam 

mengakses hal-hal yang penting bagi hidupnya termasuk Pendidikan, 

Kesehatan, keadilan dimata hukum, dan sebagainya. Hal ini dikarenakan 

perempuan dianggap sebagai sub-ordinat atau pelangkap bagi laki-laki, 

sedangkan laki-laki dianggap memiliki peran utama atau ordinat. 

Akibat dari stereotype gender ini harusnya perempuan memiliki 

derajat atau tingkat yang sama dengan perlindungan terhadap pria, karena 

setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum (equality 

                                                             
1
 Tim Penyusun, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan”. 
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before the law). Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 28D Ayat (1) 

UUD 1945 yang menjelaskan “bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, 

jaminan dan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan 

yang sama dihadapan hukum”. Dengan asumsi yang demikian maka segala 

tindakan diskriminasi (terutama terhadap perempuan) sangatlah dilarang. 

Yang dimaksud dengan diskriminasi terhadap wanita adalah setiap 

perbedaan, pengucilan, atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis 

kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau 

menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi 

manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, 

sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum wanita, terlepas dari 

status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara pria dan wanita.
2
 

Mengacu kepada penelitian yang dilakukan oleh Rio Ardiansyah 

Sitorus di Desa Sijabur Teratai, bahwa masih ada beberapa keluarga yang 

menjadikan isteri sebagai tulang punggung keluarga dengan menjadi TKW 

di negara-negara tetangga. Sebenarnya mengenai nafkah yang harus 

dipenuhi oleh suami adalah sebagaimana yang termuat dalam UU 

Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 34 ayat (1).  Sehingga isteri juga tidak 

mendapatkan haknya dengan layak, sebagaimana yang sudah diatur pula 

dalam UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 34 ayat (2).
3
 Hal ini peran 

perempuan terpinggirkan, terutama jika tentang pemenuhan hak. 

Dikarenakan hampir sebagian besar peradaban di dunia bersifat patriarkhis 

                                                             
2
 Gusti Ayu Agung Riesa Mahendradhani, “Analisis Kritis Terhadap Rancangan 

Undang-Undang Ketahanan Keluarga Terkait Dengan Kemandirian Perempuan”, Vyavahara 

Duta, Vol.XV No.1 Maret 2020 
3
 Rio Ardiansyah Sitorus, “Kewajiban Suami Terhadap Istri (Studi Kasus TKW Di Desa 

Sijabut Teratai Kec. Air Batu), (UIN Sumatera Utara, 2017), hlm. 78  
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yang secara sosio kultural menempatkan perempuan sebagai pihak yang 

paling rentan atas pelanggaran hak-hak asasi manusia.  

Esensi dari Undang-Undang Perkawinan ini adalah untuk 

membangun SDM yang baik serta memperkuat ketahanan nasional yang 

sesuai dengan nilai-nilai agama dan etika sosial. Tetapi hal yang perlu 

diperhatikan adalah kedayagunaan dan kehasilgunaan dari hukum yang 

dibentuk tersebut, karena terdapat adagium hukum yang berbunyi “ubi 

societas ibi justicia” (di mana ada masyarakat dan kehidupan, di situ ada 

keadilan/hukum). dalam membentuk dan membuat hukum harus 

memerhatikan aspek keadilan dan hukum bagi setiap masyarakat, 

khususnya dalam pengaturan terkait hak dan kewajiban suami maupun 

isteri.
4
 

Dari sedikit gambaran mengenai permasalahan hak dan kewajiban 

suami isteri, penulis ingin menganalisisnya dengan menggunakan teori 

mubādalah, karena substansi dari teori mubādalah ini adalah mengenai 

kerja sama antara laki-laki dengan perempuan dalam membangun relasi 

kehidupan, tidak ada peran yang lebih penting atau lebih rendah. Selaras 

dengan prinsip-prinsip dalam Islam, yang mana memberikan apresiasi 

tinggi kepada perempuan dengan memberikan kemuliaan dan 

perlindungan sebagai payung kesetaraan gender. 

Mubādalah berasal dari bahasa arab “ba-da-la” yang artinya 

mengganti, mengubah, dan menukar. Sementara kata mubādalah sendiri 

merupakan bentuk kesalingan (mufa’alah) dan kerja sama antar dua pihak 

                                                             
4
 Diakses melalui  

https://bahasan.id/ruu-ketahanan-keluarga-dilematika-kewajiban-moral-dan-hukum/ pada tanggal 

16 November 2020 pukul 23.55 WIB 

https://bahasan.id/ruu-ketahanan-keluarga-dilematika-kewajiban-moral-dan-hukum/
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(musyārakah). Dalam kosmologi al-qur’an manusia adalah khalifah 

makhluk Allah SWT, amanah kekhalifahan ini ada di pundak manusia, 

laki-laki dan perempuan bukan salah satunya. Sehingga keduanya harus 

bekerja sama, saling membantu, saling menopang, dan saling tolong 

menolong satu sama lain. Kesalingan ini menegaskan bahwa salah satu 

jenis kelamin tidak boleh melakukan kedholiman dengan membanding-

bandingkan, karena hal ini bertentangan dengan amanah kekhalifahan 

yang diemban bersama, dan akan menyulitkan tugas memakmurkan bumi 

jika tanpa kerja sama dan tolong menolong.
5
 

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk 

melakukan sebuah penelitian dengan judul “Perspektif Mubādalah 

Terhadap Pasal 34 Ayat (1) & (2) Undang-Undang Perkawinan 

Nomor 1 Tahun 1974”. 

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian pokok latar belakang di atas, penulis merumuskan 

masalah  

1. Bagaimana Perspektif mubādalah terhadap Pasal 34 Ayat (1) & (2) 

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ?. 

2. Bagaimana Relevansi Konsep mubādalah dan Pasal 34 Ayat (1) & (2) 

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dalam Konteks 

kekinian Indonesia ? 
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 Faqihuddin Abdul Kodir, “Qirā’ah  Mubādalah”, (Yogyakarta: Diva press, 2019), hlm. 59 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui perspektif mubādalah terhadap 34 Ayat (1) & 

(2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. 

b. Untuk mengetahui Relevansi Konsep mubādalah dan Pasal 34 Ayat 

(1) & (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dalam 

Konteks kekinian Indonesia. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Teoritis 

1) Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberi kontribusi 

pengetahuan baru mengenai hak dan kewajiban suami isteri 

dalam perspektif mubādalah. 

2) Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi 

penelitian-penelitian selanjutnya mengenai tema terkait. 

b. Kegunaan Praktis 

1) Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi 

masyarakat dalam menjalankan hak dan kewajibannya dalam 

berumah tangga sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Penelitian yang Relevan 

Penulis menggunakan literasi terkait Qirā’ah Mubādalah dan 

UU Perkawinan serta menggali beberapa informasi dari penelitian-

penelitian sebelumnya. Adapun penelitian terdahulu yang sesuai 

dengan tema terkait penelitian antara lain:  
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Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Sofyan Yusuf yang 

berjudul “Perspektif Mubādalah Terhadap Intruksi Presiden No. 9 

Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan 

Nasional”.
6
 Hasil dari penelitian tersebut menunjukan bahwa dalam 

rangka pengoptimalan pemahaman kesetaraan gender pada 

masyarakat, pemerintah menerbitkan berbagai peraturan yang memuat 

isu gender. Jika ditinjau dari teori mubādalah, kebijakan inpres no.9 

tahun 2000 memiliki hubungan dengan Qs. An-Nisa‟ ayat 124, ayat 

tersebut adalah dalil kesetaraan gender agar masing-masing individu 

dapat berkembang sesuai dengan potensinya masing-masing untuk 

kebaikan masyarakat dan tetap sesuai dengan ketentuan syariat agama. 

Adapun perbedaan penelitian Muhammad Sofyan Yusuf 

dengan penelitian penulis adalah penelitian Muhammad Sofyan Yusuf 

terfokus pada Intruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang 

pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional, sedangkan 

penelitian penulis terfokus pada pasal 34 Ayat (1) & (2) UU 

Perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang hak dan kewajiban suami isteri. 

Jurnal yang ditulis oleh Aulia Nursyifa yang berjudul 

“Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif 

Sosiologi Gender”.
7
 Hasil dari penelitian tersebut menunjukan bahwa 

terdapat pasal yang memicu kontoversi pada Rancangan Undang-

Undang ketahanan keluarga khususnya pada hak dan kewajiban suami 

                                                             
6
 Muhammad Sofyan Yusuf, “Perspektif Mubādalah Terhadap Intruksi Presiden No. 9 

Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional”, (Lampung: UIN 

Raden Intan, 2020) 
7
 Aulia Nursyifa, “Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif 

Sosiologi Gender”, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Vol.7 No.1 Maret 2020 
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isteri yang dapat menyebabkan bias gender, dalam pasal tersebut 

seakan mewajibkan perempuan pada pekerjaan domestik. Tujuan dari 

ketahanan keluarga adalah penguatan ketahanan keluarga untuk 

mewujudkan ketahanan bangsa, namun dalam hal ini perlu dikaju lebih 

dalam mengenai pasal-pasal yang terdapat dalam RUU supaya tetap 

mengutamakan keadilan gender di Indonesia. 

Adapun perbedaan penelitian Aulia Nursyifa dengan penelitian 

penulis adalah penelitian Aulia Nursyifa terfokus pada perspektif 

sosiologi gender, sedangkan penelitian penulis terfokus pada perspektif 

mubādalah. 

Jurnal yang ditulis oleh Pertiwi Rini Nurdiani yang berjudul 

“Konsep Institusi Keluarga Dalam Islam”.
8
 Hasil dari penelitian 

tersebut menunjukan Pemikiran Barat, terutama feminis, telah 

menciptakan ketidakharmonisan dalam keluarga. Kita bisa melihat 

bukti nyata apa yang terjadi di Barat, seperti banyaknya isteri yang 

tidak mau lagi menjalankan tugasnya, yaitu mengerjakan pekerjaan 

rumah, seperti memasak, mengasuh anak, dll. Sebaliknya, Islam ada 

dengan memandu keadilan dan kesesuaian posisi antara suami dan 

isteri. Dalam Islam, cara menjaga keharmonisan keluarga adalah ketika 

suami berkewajiban kepada isterinya maka isteri harus memenuhi 

kewajibannya sebagai isteri. Dengan begitu, tidak akan ada 

ketimpangan dalam keluarga. 

                                                             
8
 Pertiwi Rini Nurdiani, “Konsep Institusi Keluarga Dalam Islam”, Jurnal Pendidikan & 

Pembelajaran, Vol.6 No.3 November 2019 
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Adapun perbedaan penelitian Pertiwi Rini Nurdiani dengan 

penelitian penulis adalah penelitian Pertiwi Rini Nurdiani terfokus 

pada konsep institusi keluarga, sedangkan penelitian penulis terfokus 

pada hak dan kewajiban suami isteri. 

Jurnal yang ditulis oleh Bastiar yang berjudul “Pemenuhan Hak 

Dan Kewajiban Suami Isteri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah: 

Analisis Disharmonisasi Pasangan Suami Isteri”.
9
 Hasil penilitian 

tersebut menunjukan: Pertama, suami dan isteri memahami bahwa 

status suami dan isteri dalam keluarga adalah sama, namun hak dan 

kewajiban yang dimiliki keduanya berbeda. Bahkan di sisi lain, 

masyarakat juga .memahami bahwa. status isteri dalam keluarga 

adalah tunduk pada keluarga. Para suami mempelajarinya dari 

pemahaman mereka tentang salaf fiqh, yang menyatakan bahwa isteri 

harus membela suami dengan kehormatan dan kemuliaan. Kedua, 

konsep pernikahan .Islam mengajarkan bahwa hak yang dimiliki 

pasangan sama dengan kewajibannya. Ketiga, membangun keluarga 

yang harmonis, energik dan damai dapat dicapai dengan meningkatkan 

penghargaan terhadap .ajaran agama Islam, meningkatkan rasa saling 

menghormati, menumbuhkan sikap hidup yang efektif, dan 

menumbuhkan sikap mawas diri setiap pasangan suami. isteri. 

Adapun perbedaan penelitian Bastiar .dengan penelitian penulis 

adalah penelitian. Bastiar terfokus pada pemenuhan .hak dan 

                                                             
9
 Bastiar, “Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga 

Sakinah: Analisis Disharmonisasi Pasangan Suami Istri”, Jurnal Ilmu Syariah, Januari-Juni 2018 
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kewajiban. suami isteri, sedangkan penelitian penulis terfokus pada 

kesetaraan hak dan kewajiban suami isteri. 

Jurnal yang ditulis oleh Ariani Suryorini yang berjudul 

“Menelaah Feminisme Dalam Islam”.
10

 Hasil dari penelitian tersebut 

menunjukan Feminisme dalam Islam tidak bersumber dari satu 

gagasan dan gerakan teoretis yang berlaku untuk semua perempuan di 

negara-negara Islam. Secara umum, feminisme Islam telah menjadi 

sebuah gerakan atau alat analisis, sejalan dengan sejarah dan latar 

belakang, dan hal ini sejalan dengan meningkatnya kesadaran akan 

ketidakadilan dan ketimpangan yang dihadapi perempuan. 

Adapun perbedaan penelitian Ariani Suryorini dengan penulisz 

adalah penelitian Ariani Suryorini terfokus pada prioritas feminism 

dalam Islam, sedangkan penelitian penulis terfokus pada menekankan 

kesalingan antara laki-laki dengan perempuan. 

E. Kerangka Teori 

Teori mubādalah yang diusung oleh Faqihuddin Abdul Kodir akan 

digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini. Asal mula kata 

Mubādalah diambil dari bahasa arab “ba-da-la” yang artinya mengubah, 

menukar, dan mengganti. Sementara kata mubādalah mempunyai makna 

sebuah kerja sama antar dua pihak (musyārakah) serta bentuk kesalingan 
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 Ariani Suryorini, “Menelaah Feminisme Dalam Islam”, SAWWA Vol.7 No.2 April 

2012 
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(mufa’alah). Dalam teori ini posisi laki-laki dan perempuan adalah subjek 

dalam hal ibadah, sosial ekonomi, serta amar ma’ruf nahi munkar.
11

 

Akan tetapi dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 

1974 pasal 34 yang menyebutkan, “ (1) Suami wajib melindungi isterinya 

dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai 

dengan kemampuannya. (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga 

sebaik-baiknya. (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya 

masing-masing dapat mengajukan gugutan kepada Pengadilan.” hal ini 

peran perempuan terbatasi, terutama jika mengenai pemenuhan hak.  

Karena hampir sebagian besar peradaban di dunia bersifat patriarki yang 

secara sosio kultural menempatkan perempuan sebagai pihak yang paling 

sensitif terhadap pelanggaran hak-hak asasi manusia. Inti dari Undang-

Undang Perkawinan ini adalah Membangun sumber daya manusia yang 

baik berdasarkan nilai-nilai agama dan norma sosial serta meningkatkan 

kemampuan adaptasi bangsa. Namun yang menjadi perhatian adalah 

kemanfaatan dan kepraktisan hukum yang dihasilkan, karena ada terdapat 

pepatah hukum yang berbunyi “ubi societas ibi justicia” (hukum ada di 

mana ada masyarakat dan kehidupan). Dalam perumusan dan pengesahan 

undang-undang harus memperhatikan aspek keadilan dan hukum masing-

masing masyarakat, terutama dalam mengatur hak dan kewajiban suami 

isteri.
12

 

                                                             
11

 Ma’unatul Khoeriyah, “Inisiasi Kesstaraan Hubungan Seksual Dalam QS. Al-

Baqarah: 223 (Analisis Qiraah Mubādalah Faqihuddin Abdul Qodir) ”, (Purwokerto: IAIN 

Purwokerto, 2020) 
12

 Diakses melalui  
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Sedangkan keberadaan . Pasal 34 ayat (1) & (2)  Undang-Undang. 

Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ini berpotensi tumpang tindih dengan 

prinsip mubādalah dalam Islam. Karena pada prinsip ini tidak ada 

kesenjangan antara perempuan dengan laki-laki. Substansi dari mubādalah 

sendiri merupakan ajaran dasar untuk tidak memperlakukan buruk antar 

sesama.
13

 Oleh karena itu keduanya harus saling tolong menolong, dan 

bekerja sama supaya menghadirkan kebaikan demi terciptanya kedamaian 

bumi dan seisinya. 

F. Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode: 

1. Jenis Penelitian 

.Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian 

pustaka (library research) . yaitu . Penelitian dilakukan dengan 

menggunakan data atau bahan yang diperlukan untuk suatu penelitian 

yang lengkap. Data atau bahan tersebut berasal dari buku, 

ensiklopedia, kamus, buku harian, dokumen, majalah dan bentuk 

lainnya.14 Pada praktiknya nanti, penulis melakukan penggalian data-

data mengenai hak dan kewajiban suami isteri dalam perspektif 

mubādalah yang ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 

Tahun 1974 Pasal 34 Ayat (1) & (2). 

 

 

                                                             
13

 Faqihuddin Abdul Kodir, “Qirā’ah  Mubādalah”, (Yogyakarta: Diva press, 2019), 

hlm. 95 
14

 Nursapia Harahap, “Penelitian Kepustakaan”, Jurnal Iqra’ Vol. 08 No. 01, 2014, hlm. 

68. 
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2. Pendekatan Penelitian 

Penulis menggunakan pendekatan historis. Dalam pendekatan 

historis ini penulis akan membahas latar belakang teori yang terkait 

dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang. relevan.
15

 Dalam 

hal ini penulis menjelaskan perspektif mubādalah terhadap Pasal 34 

Ayat (1) & (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. 

3. Sumber Data 

Adapun data-data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

Data Sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang 

diperoleh dari buku-buku, yang terkait dengan tema berisi tentang 

perkembangan atau isu-isu yang aktual mengenai hukum bidang 

tertentu.
16

 

a. Bahan primer (primary law material), bahan hukum yang 

mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-

undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-

pihak berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum, 

dan putusan hakim).
17

 Dalam hal ini penulis menggunakan 

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 34  

tentang hak dan kewajiban suami dan isteri sebagai bahan 

primer. 

b. Bahan sekunder (secondary law material), yaitu bahan hukum 

yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku 

                                                             
15

 Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum”, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 126 
16

 Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum”, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 41 
17

 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Cet.1 (Bandung : PT. Citra 

Aditya Bakti, 2004, hlm. 82 
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ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak, 

atau elektronik).
18

 Dalam hal ini penulis menggunakan buku-

buku, jurnal dan bacaan yang terkait dengan teori mubādalah. 

Dan juga penulis menggunakan data yang didapatkan dari 

wawancara langsung  kepada Dr. H. Faqihuddin Abdul Kodir, 

Lc. MA sebagai penemu Teori Mubādalah. 

c. Bahan tersier (tertiary law material), yaitu bahan hukum yang 

memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan 

hukum sekunder (rancangan undang- undang, kamus hukum, 

dan ensiklopedia).
19

 Dalam hal ini penulis menggunakan 

kamus dan ensiklopedia yang terkait dengan tema. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah dengan menggunakan studi dokumentasi/studi literatur, yakni 

pengkajian informasi tertulis yang bersumber dari buku-buku, jurnal, 

skripsi, dan artikel. Dan menggunakan wawancara langsung  kepada 

Dr. H. Faqihuddin Abdul Kodir, Lc. MA sebagai penemu Teori 

Mubādalah. 

5. Teknik Analisis 

Analisis yang digunakan penulis adalah metode analisis 

normatif kualitatif (yaitu aturan, bentuk kalimat yang tidak tumpang 

tindih, logis dan efektif) untuk menganalisis data yang diperoleh dan 

kemudian membahasnya. Berdasarkan hasil pembahasan maka akan 

                                                             
18

 Ibid, hlm. 82 
19

Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Cet.1 (Bandung : PT. Citra 

Aditya Bakti, 2004, hlm. 82 
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diambil kesimpulan secara induktif sebagai jawaban terhadap. rumusan 

masalah. 

G. Sistematik Penulisan 

.Dalam penulisan ini penulis mengklasifikasikan menjadi lima bab, 

masing-masing. babnya memuat beberapa sub bagian yang bertujuan 

untuk pembahasan penelitian tersusun secara sistematis. Adapun 

sistematikannya adalah sebagai. berikut : 

BAB I yaitu Pendahuluan, memuat : latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, 

kerangka teori, metode penilitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II yaitu Konsep Umum tentang Mubādalah, Hak dan 

Kewajiban Suami Isteri, memuat : mengenai konsep-konsep dasar 

perspektif mubādalah dalam Al-qur’an dan hadits. 

BAB III yaitu Pembagian Hak dan Kewajiban dalam Undang-

Undang, memuat : tentang hak dan kewajiban suami isteri dalam Undang-

Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 34 Ayat (1) & (2). 

BAB IV yaitu Analisis Mubādalah terhadap Undang-Undang 

Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 34 Ayat (1) & (2) tentang Hak 

dan Kewajiban Suami Isteri, memuat : tentang hasil analisis mengenai hak 

dan kewajiban suami isteri dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 

Tahun 1974 Pasal 34 Ayat (1) & (2) dengan perspektif mubādalah. 

BAB V yaitu Penutup, memuat : penguraian hasil yang telah 

dianalisis dalam bab-bab sebelumnya yang berupa simpulan dan saran. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Mubādalah merupakan teori kesalingan, kerja sama antara dua 

orang, yang mana hal ini menjadi salah satu pondasi dalam membina 

rumah tangga, yakni mengenai pembagian hak dan kewajiban. Dalam 

mubādalah laki-laki dan perempuan ditempatkan sejajar sebagai subjek 

penuh kehidupan manusia. Dengan prinsip dasar yang digunakan adalah 

laki-laki dan perempuan sama-sama diperintahkan untuk berbuat kebaikan, 

dan dilarang berbuat keburukan- keburukan. Mubādalah mendorong 

kesadaran manusia untuk menempatkan perempuan seutuhnya sebagai 

manusia yang memiliki hak untuk memperoleh kebaikan dan terhindar dari 

keburukan. 

Dari hasil penelitian terhadap pembagian hak dan kewajiban suami 

isteri menurut perspektif mubādalah, dapat disimpulkan bahwa Islam 

mengangkat harkat martabat kaum perempuan dengan memberikan hak-

hak kepada isteri. Dalam pasal 34 ayat (1) suami berkewajiban memenuhi 

nafkah akan tetapi wanita juga mendapat tuntutan kontribusi dalam 

mencari nafkah, apabila nafkah yang diberikan oleh seorang suami tidak 

dapat mencukupi atau tidak bekerja karena sakit. Dalam konsep 

mubādalah anak dan keluarga merupakan tanggungjawab bersama antara 

suami dengan isteribersama-sama berbagi peran, saling mengerti, saling 

mengisi, dan saling menguatkan dalam mengemban tugas dan amanah 

rumah tangga. Sedangkan dalam Pasal 34 ayat (2) ini perempuan seolah 



65 
 

 

dikelompokkan menjadi sosok yang lemah dalam rumah tangga bahwa 

tanggung jawab isteri hanya pada ranah domestik saja. Ranah domestik 

yang dimaksud antara lain seperti memasak, mencuci, menyapu, mengasuh 

dan mendidik anak, yang mana perempuan memiliki keterbatasan dalam 

mengakses hal-hal penting bagi hidupnya. 

Berdasarkan prinsip mubādalah tersebut maka kedudukan laki-laki 

dan perempuan adalah setara dalam pembagian hak dan kewajiban, dalam 

konsep kesalingan atau kesetaraan ini ditandai dengan adanya kesetaraan 

hak dan kewajiban suami isteri dalam rumah tangga khususnya pada 

wilayah domestik, konsep kesalingan ini bila diaplikasikan dalam 

kehidupan rumah tangga maka akan menciptakan sebuah kemashlahatan 

karena tidak ada yang merasa lebih superior sehingga rumah tangga yang 

dibangun akan menjadi sakinah mawaddah warahmah. Maka dari itu, 

dalam rumah tangga diperlukan sikap kesalingan seperti saling tolong 

menolong, saling bekerja sama, saling menopang untuk menciptakan 

sebuah kabahagiaan dan kedamaian. 

Adapun pembagian hak dan kewajiban suami isteri dalam 

masyarakat sekarang belum semestinya berjalan sesuai dengan prinsip 

mubādalah, khususnya pada masyarakat daerah pedesaan yang masih 

kental dengan budaya setempat. Kondisi keluarga demikian harus 

diimbangi dengan pemahaman kedua belah pihak akan hak dan kewajiban 

kepada pasangan dan anaknya supaya dapat terwujud keluarga yang 

sakinah mawaddah warahmah. 
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B. Saran 

Setelah melakukan penelitian dengan tema pembagian hak dan 

keajiban suami isteri menurut perspektif mubādalah, penulis ingin 

memberi saran kepada pembaca yang budiman. 

1. Dengan adanya perspektif mubādalah, dapat menghilangkan sedikit 

demi sedikit stigma patriarkhi yang membatasi ruang gerak 

perempuan. 

2. Harapan besar penulis terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami 

isteri dapat berkembang dengan baik, supaya tidak ada 

kesalahpahaman yang dapat menjadikan ketidak harmonisan dalam 

rumah tangga. 
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